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Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan keimigrasian dalam mencegah 
penyalahgunaan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Sulawesi Utara. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2010) kajian akan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Manado, dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Edward III (1980) tentang 
implementasi kebijakan public. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi komunikasi yang 
dibangun dalam rangka pencegahan izin tinggal oleh WNA,  melibatkan banyak elemen selain 
pihak imigrasi seperti kepolisian, pemerintah daerah dan kejaksaan dalam satu tim yakni 
TIMPORA. Dalam  pelaksanaan tugasnya wajib saling berkomunikasi satu dengan yang lain. 
Selanjutnya Pemerintah telah membuat e-visa atau visa elektronik supaya dari pengajuan visa 
bisa di lihat system security dan diseleksi siapa yang bisa masuk ke Indonesia. Dari sisi 
sumberdaya yang digunakan dalam pencegahan izin tinggal WNA oleh pihak imigrasi Manado, 
memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan oleh kementerian hukum dan HAM, baik sarana, 
prasarana, keuangan dan pegawai serta regulasi. Selain itu, sumberdaya yang digunakan adalah 
stakeholder yang bekerjasama dalam pengawasan orang asing di daerah. Dari sisi sikap yang 
ditunjukkan oleh pelaksana yakni pihak imigrasi dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal 
oleh WNA telah diatur dalam peraturan serta kode etik kepegawaian, dimana apabila ada 
pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang. Sejauh ini sikap aparat menurut 
truktur birokrasi kantor imigrasi Manado sudah jelas dimana atasan sudah baik. Dan dari sisi s
ada Direktorat Jenderal Imigrasi yang menaunginya dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, 
dalam pelaksanaan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara 
asing di Sulawesi Utara, terlihat bahwa telah ada bagian yang menangani hal tersebut yakni 
bidang pengawasan dan bidang penindakan. 
 




This article examines the implementation of immigration policies in preventing the misuse 
of residence permits for Foreign Citizens (WNA) in North Sulawesi. By using qualitative methods 
(Moleong, 2010) the study will be conducted at the Class I Immigration Office of TPI Manado, using 
the concept proposed by Edward III (1980) regarding the implementation of public policy. The 
research findings illustrate from the point of view of communication that was built in the context of 
preventing residence permits by foreigners, involving many elements other than immigration such 
as the police, local government and prosecutors in one team, namely TIMPORA. In carrying out 
their duties, they must communicate with each other. Furthermore, the government has made an e-
visa or electronic visa so that the visa application can be seen by the security system and selected 
who can enter Indonesia. In terms of resources used in preventing foreign residents' residence 
permits by Manado immigration authorities, utilizing all the facilities provided by the ministry of 
law and human rights, both facilities, infrastructure, finance and employees as well as regulations. 
In addition, the resources used are stakeholders who cooperate in the supervision of foreigners in 
the region. In terms of the attitude shown by the executor, namely the immigration party in 
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preventing the misuse of residence permits by foreigners, it has been regulated in regulations and 
the staffing code of ethics, where if there is a violation, sanctions are given in accordance with the 
law. So far the attitude of the officers according to superiors has been good. And in terms of the 
bureaucratic structure of the Manado immigration office, it is clear that there is a Directorate 
General of Immigration that oversees it under the Ministry of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia, in the implementation of prevention and prosecution of abuse of residence 
permits by foreign nationals in North Sulawesi, it appears that there has been a section that 
handles this, namely supervision and enforcement. 
 




Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi 
di dalam tindak pidana keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk 
berada di wilayah negara Indonesia sering sekali disalah gunakan oleh parah pemegang izin 
tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal. 
Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah 
Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal 
setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat 
Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah 
diatur dalam undang-undang keimigrasian. Banyak sekali orang asing yang ingin mengunjungi 
negara Indonesia karena mengingat letak wilayah Indonesia yang sangat strategis dalam 
kehidupan internasional, sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional baik itu di 
darat, udara maupun di laut. Selain itu, pengaruh letak geografis Indonesia menyentuh soal 
budaya dan banyaknya tempat indah, menarik dan bersejarah yang dapat dikunjungi oleh para 
wisatawan asing. 
Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-
undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik 
Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan 
administrative keimigrasian, dan penyidikan. 
Hukum keimigrasian merupakan bagian dari system hukum yang berlaku di Indonesia, 
hukum keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintahan colonial Belanda. Ketentuan 
hukum keimigrasian di Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan di Indonesia tahun 1945 
hingga 1991 secara formal tidak mengalami perkembangan berarti, sehingga pada tanggal 31 
maret 1992 diundangkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 tahun 1992 tentang 
Keimigrasian. Dikatakan demikian karna ketentuan keimigrasian masih tersebar dalam 
beberapa ketentuan perundang-undangan dan masih kuat dipengaruhi hukum colonial. 
Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan 
tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah colonial Belanda. 
Sebagian dari ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam pelaksanaannya dikarenakan 
perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang 
menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan 
dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-
undangan tentang keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta 
kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan berbagai masalah keimigrasian yang baru sekarang 
ini, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 tentang keimigrasian menggantikan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. 
3 
 
Secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa dari dan 
wilayah Indonesia dapat mendorong, dan memacu pertumbuhan ekonomi serta proses 
mordenisasi masyarakat. Peningkatan arus orang asing ke wilayah Republik Indonesia tentunya 
akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatnya invetasi 
yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerima 
devisa.  
Namun peningkatan arus lalu-lintas orang, barang, jasa, modal, dan informasi juga dapat 
mengandung pengaruh negatif, seperti : 
 a. Dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan 
perusahaan Indonesia (melalui Penanaman Modal Asing dan/atau Penanaman Modal Dalam 
Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi). 
 b. Munculnya Transnasional Organized Crimes (TOC), mulai dari perdagangan orang, 
pencucian uang, narkotika, dan obat terlarang, imigran gelap, sampai ke perbuatan 
terorisme internasional. 
Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya 
yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara 
makro. Untuk meminimalisirkan dampak negative yang timbul akibat mobilitas manusia, baik 
warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar ataupun masuk dan tinggal di wilayah 
Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik 
hukum keimigrasian yang bersifat selektif membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki 
landasan oprasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya 
keberadaanya, maupun kegiatannya di Indonesia. 
Berdasarkan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur 
masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang 
memperoleh Izin Tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya 
berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi 
kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan 
keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. 
Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara 
tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi tedaftar sebagai 
warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh 
pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga 
negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap 
negara yang di tinggalinya. Warga Negara asing juga memiliki beberapa hak dan kewajiban yang 
harus dipatuhi, seperti: Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasinya termasuk 
hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimiliki WNA tersebut, selama dalam 
proses yang resmi; Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundangan 
yang berlaku di negara Indonesia; Tidak berhak untuk ikut serta dalam sebuah organisasi politik 
maupun instansi pemerintah; Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di 
Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih; Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam 
program bela negara 
Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan 
izin masuk. Izin masuk adalah izin yang di terakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang 
asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat 
pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang 
dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga 
sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif diperlukan 
adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, 
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tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana 
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian selain diatur 
ketentuan pidana, diatur pula adanya tindakan Keimigrasian yang sifatnya non yustisial atau 
lebih menekankan pada segi administratifnya, begitu pula mengenai pengawasan orang asing 
dapat dilakukan secara administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-
surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran 
informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintan keberadaan dan kegiatan orang 
asing. Kegiatan ini adalah pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa 
pemantauan, patrol, razia dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat 
bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Keimigrasian. 
Dengan demikian, peran penting aspek Keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan 
akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar ataupun masuknya orang dari dan dalam wilayah 
Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di 
wilayah Indonesia. 
Penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing menjadi momok di Sulawesi Utara. 
Potensi pekerjaan yang cukup menjanjikan bagi Warga Negara Asing disinyalir menjadi salah 
satu alasan mengapa kerap di dapati perlintasan orang asing illegal masuk ke Sulawesi Utara. 
Seperti yang di ungkapkan  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Harmans 
Takasiliang kasus yang paling sering terjadi oleh Warga Negara Asing adalah penyalahgunaan 
Izin Tinggal. Kepala Seksi Intelijen  dan Penindakan Keimigrasian Mengungkapkan kalau 
penanganan penyalahgunaan mengambil tindakan pendeportasian terhadap yang bersangkutan 
dan juga dikenakan penangkalan kepada yang bersangkutan. Yang di maksud dengan 
penangkalan adalah pemberian stempel berupa Cap deportasi warna merah yang Dibubuhkan 
dalam paspor Warga Negara Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian tersebut. 
Berbagai upayah pengawasan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama 
dengan seluruh stakeholder yang ada. Warga Negara Asing yang sering menyalahi izin tinggal 
banyak beredar di dekat kawasan wisata. Seperti di Minahasa Utara, Manado dan Bolaang 
Mongondow. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado Banyaknya WNA yang me 
lewati batas izin tinggal dan akhirnya berujung diportasi karena sulut masih memiliki prospek 
besar baik sector perdagangan ataupun pariwisata. Mereka di deportasi karena tidak ada 
sponsor atau penjamin di Indonesia. Sulut memiliki Prospek yang besar dari sejumlah sektor. 
Pengawasan orang asing di lebih di intensifkan di wilayah kerja Imigrasi Kelas I Manado, Yang di 
awasi ada beberapa Kabupaten/Kota Seperti Tomohon, Manado, Minahasa, Minahasa Utara, 
Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Menurut data yang di peroleh tribun manado, jumlah 




 A. Konsep Implementasi 
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 
tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua 
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau 
melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian 
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan 
ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya 
manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 
diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang 




 B. Konsep Kebijakan 
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana 
dalam pelaksanaan uatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Itilah ini dapat 
diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. 
Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang 
suatu prilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh 
hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses 
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif 
seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 
Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau 
adminisratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. 
Studi Implementasi secara sungguh-sungguh dianggap muncul pertama kali pada tahun 
1970-an saat Jeffrey Pressman & Aaron Wildavsky (1973) menerbitkan bukunya yang sangat 
berpengaruh: Implementation, dan Erwin Hargrove (1975) dengan bukunya The Misssing link : 
The Study of Implementation of Social Policy yang mempertanyakan “missing link” antara 
formulasi kebijakan dan evaluasi dampak kebijakan dalam studi Kebijakan publik. Sejak saat itu 
studi tentang Implementasi mulai marak, terutama karena fakta menunjukkan berbagai 
intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial terbukti tidak efektif (Hill, 
2002). 
Pendekatan G.C Edwards III (1980) menyangkut syarat-syarat penting dalam  
implementasi kebijakan, meliputi:  
 1. Komunikasi, hal ini penting karena implementasi suatu kebijakan menyangkut  banyak 
pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan  tersebut. Mereka 
harus berhubungan satu dengan yang lain secara sinergis. Untuk keperluan tersebut 
informasi yang disampaikan harus jelas, konsisten dan tepat waktu. Hal ini akan dapat 
mengurangi erosi maupun distorsi terhadap pesan yang disampaikan.  
 2. Sumber daya manusia. Mereka adalah yang melaksanakan pekerjaan. Untuk dapat 
melaksanakan tugas dengan baik diperlukan jumlah maupun mutu yang sesuai. Disamping 
itu masih diperlukan pula adanya wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas 
memadai.  
 3. Sikap para pelaksana. Yang dimaksudkan disini adalah kesepakatan terhadap kebijakan yang 
telah ditentukan. Hal ini dapat diperoleh melalui penciptaan budaya organisasi.  
 4. Struktur birokrasi. Struktur ini harus mampu mewadahi proses kerja organisasi 
bersangkutan dan pengaruh lingkungan 
 
 C. Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian 
Teori kebujakan selektif keimigrasian merupakan merupakan prinsip fundamental yang 
berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinip ini merupakan perwujudan kedaulatan 
negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan 
dalam bagian kesatu penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 
yang menjelaskan bahwa : “ Berdasarka kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi 
manusia, diatur masuknya orang asing kedalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang 
asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan 
tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melndungi 
kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidsk membahayakan 
keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia,” 
Pada hakikatnya, kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa: 
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 a. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah 
Indonesia. 
 b. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang 
diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. 
 c. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. 
 d. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan 
tujuannya. 
Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi 
kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta 
tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. 
Bahkan dalam tasfir lain, pergerakan orang asing tersebut harus dapat sesuai dengan ideologi 
negara dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Lebih lanjut, kebijakan selektif ini dalam 
pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (security 
approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach). Disinilah letak 
multidimensional dari lembaga keimigrasian sebagai pengemban fungsi penegakan hukum, 
penjaga kedaulatan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat 
 
 D. Keimigrasian 
Istilah imigrasi adalah terjemahan dari Bahasa Belanda immigratie yang berasal dari 
Bahasa latin immigratio. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata, yaitu in yang artinya dalam dan 
migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah 
pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri. Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga 
istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi, akan tetapi berbeda artinya, 
yaitu emigrasi yang artinya pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi yang artinya 
pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri. Dalam hal ini, Indonesia tidak 
mengenal emigrasi karena tidak ada orang-oran Indonesia yang diboyong ke luar negeri, sebab 
wilayahnya pada saat ini masih cukup mampu menampung para warga negaranya. Maka dari itu 
tidak ada Direktorat atau Direktorat jenderal atau Departemen Emigrasi dalam susunan 
organisasi pemerintahan kita. Indonesia hanya mengenal Imigrasi yang diurus oleh Direktorat 
Jenderal imigrasi dan berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan 
transmigrasi diurus oleh Departemen Transmigrasi. 
Kebijakan keimigrasian di Indonesia untuk mengizinkan orang asing  masuk ke Indonesia 
karena dapat manfaat bagi pembangunan Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional baik 
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kebijakan 
keimigrasian mengizinkan orang  asing masuk ke Indonesia dapat menimbulkan dampak yang 
negatif terhadap  kestabilan keamanan dan ketertiban negara dan bangsa Indonesia yang 
akhirnya merugikan perekonomian negara Indonesia. 
Direktorat Jenderal Imigrasi Melaksanakan tugas pokok di bidang keimigrasian yang 
memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan sekuriti, maka istilah imigrasi yang digunakan 
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menurut kaca mata Indonesia, artinya juga ikut meluas. Jadi 
janganlah beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harafiah sedemikian rupa, maka 
tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi. Diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang-
orang asing ke Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau 
banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap. Keimigrasian di Indonesia 
sudah ada sejak jaman colonial Belanda, akan tetapi secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 
untuk pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia dan diangkat Mr.Yusuf 
Adiwinati sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan surat penetapan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Serikat No.JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surat sejak 
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tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang 
Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. 
Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi 
vital sesuai dengan susanti Bhumi Pura Yaksa Purna Wibawa, yang artinya penjaga pintu 
gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh 
jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal 
Imigrasi semula hanya memiliki empat buah Direktorat, yaitu Direktorat Lalu Lintas 
Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian dan Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan 
pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar 
negara, serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka di bentuklah 
Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal 
Imigrasi terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, 
Direktorat Ijin tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan 
Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar 
Negeri. 
Dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah 
Transnational Organized Crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia 
(people smuggling), perdagangan manusia  (human trading) dan sebagainya. Direktorat Jenderal 
Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan 
fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. 
Istilah Hukum Keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah tanggal 31 maret 
1992, tanggal duundangkan dan tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 
tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 33. Penggunaan 
istilah Hukum Keimigrasian dapat ditemukan pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-
undang  Keimigrasian dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 3474. Baik dalam Undang-
Undang Keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan 
dengan hukum keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.9 tahun 1992 hanya diberikan 
batasan perkataan keimigrasian, yaitu hal ihwal lau lintas orang yang masuk atau keluar wilayah 
Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. 
Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa: 
 a. Lapangan (objek) hukum dari Hukuman Keimigrasian adalah lalulintas dan pengawasan 
keimigrasian. 
 b. Subjek hukum dari hukuman Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar 
wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara 
Indonesia. 
Menurut Abdullah Sjahriful, Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang 
mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Indonesia dan 
pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasia 
masuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan 
negara (pemerintah). Dengan adanya pencanangan Hukum Keimigrasian, bertambalah khazanah 
ilmu hukum di Indonesia dan Hukum Keimigrasian mendapat tempat dalam tata Hukum 
Indonesia, sehingga kedudukan Hukum Keimigrasian sudah dapat disejajarkan dengan hukum-
hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti hukum perpajakan dan hukum perburuhan. 
Selanjutnya Abdullah  Sjahriful juga menyatakan bahwa kalua hukum perpajakan dan hukum 
perburuhan sudah dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi, maka sudah saatnya 
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Hukum Keimigrasian untuk dipertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan 
tinggi terutama di fakultas Hukum. 
 
 E. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian 
Untuk dapat memahami pengertian tindak pidana keimigrasian, maka perlu dijelaskan 
pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa belanda strafbaar 
feit atau delict. Istilah strafbaar feit diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia secara beragam, 
misalnya menurut Utrecht diterjemahkan sebagai peristiwa pidana. Karni dan H.J. van 
Scharavendijk, menerjemahkan dengan pelanggaran pidana. Sedangkan Moeljatno 
menggunakan istilah perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas 
orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing 
di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan telah diketahuinya arti tindak pidana dan arti 
keimigrasian, maka arti lengkap tindak pidana Keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh 
hukum Keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang 
diataur dalam peraturan sendiri. 
 1. Fungsi dan Peranan Keimigrasian 
Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan 
pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Lazimnya 
dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah 
ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
 2. Orang Asing dan Keberadaan Orang Asing di Indonesia  
Lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia  dan pengawasan 
orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia yang  disebut juga kemigrasian. 
Kemudian dijelaskan pula tentang wilayah Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang 
selanjutnya disingkat wilayah Indonesia  adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia 
yang meliput darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 
Prinsip-prinsip dasar dalam keimigrasian yang menyangkut aspek masuk dan ke luar 
wilayah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat  Perjalanan (paspor) bagi 
setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, terhadap orang asing wajib 
memiliki visa, visa yang diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangan 
di indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan 
keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah 
mengatur tentang kewajiban memiliki visa oleh orang asing, tapi undang-undang juga 
memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari 
kewajiban memiliki visa yang berdasarkan keputusan presiden. Pejabat imigrasi di tempat 
pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk 
masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
Terhadap penanggung jawab alat angkut juga ditetapkan kewajiban kewajiban yang harus 
dipenuhi khususnya terhadap alat angkat yang membawa penumpang ke dalam atau keluar 
wilayah Indonesia. 
Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin 
keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin  masuk, yang diatur menurut 
kepentingan atapun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk 
diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:  
 a. Izin singgah, diberikan kepada orang asing yang memerlukannya singgah di  wilayah 
indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara.  
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 b. Izin kunjungan, diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah indonesia untuk 
waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial 
budaya atau usaha. 
 c. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah  indonesia 
dalam jangka waktu terbatas.  
 d. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang untuk tinggal menetap  di wilayah 
indonesia. 
Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak  memberikan 
izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:  
 a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah.  
 b. Tidak memiliki visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki visa.  
 c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan  kesehatan umum.  
 d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara 
lain.  
 e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Moleong, 
2009), yang akan mengkaji implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Manado dalam mencegah penyalahgunaan ijin tinggal oleh WNA di Sulawesi Utara. Kajian 
akan dilakukan dengan menggunakan teori dari Edward III mengenai implementasi kebijakan. 
Menurutnya untuk mengkaji sebuah implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan melihat 
bagaimana Komunikasi (Communication), Sumberdaya (Resources), Disposisi (Dispositions), dan 
Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure), yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan 
yang diawali dengan melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan display data, dan 




Pertumbuhan wisatawan yang signifikan tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah 
Indonesia dalam memberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk masuk ke wilayah 
Indonesia terhadap 169 negara. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan hubungan negara RI 
dengan negara lain, dengan memberikan kemudahan bagi orang asing, pemerintah wilayah 
administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk 
pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan mempertimbangkan asas timbal 
balik dan manfaat. Selain juga dengan ditetapkannya Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi 
sebagai pintu masuk penerbangan internasional dari Singapura, Filipina, dan kota-kota potensial 
wisatawan di Tiongkok. 
Keberadaan orang asing di Provinsi Sulawesi Utara tidak selamanya membawa 
kemanfaatan dari sisi ekonomi. Ada juga yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan selama berkegiatan di wilayah Sulawesi Utara. Data jumlah pelanggaran 
yang dilakukan warga negara asing di wilayah Indonesia yang dihimpun oleh Direktorat 
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, menunjukan 
peningkatan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun. Untuk pelaku pelanggaran keimigrasian 
yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), yakni sanksi administratif yang 
ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan (berdasarkan Pasal 1 
angka 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), pada tahun 2019 jumlah 
pelaku pelanggaran keimigrasian sebanyak 7.520 orang.  
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Sedangkan untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tahun 2019 
sebanyak 155 orang.Sementara itu, total kasus pelanggaran orang asing Tahun 2019 di Provinsi 
Sulawesi Utara, berdasarkan data pelanggaran keimigrasian yang dihimpun dari Kantor Imigrasi 
yang ada di wilayah Sulawesi Utara yakni Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kantor Imigrasi 
Kelas II TPI Tahuna, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bitung, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non 
TPI Kotamobagu sebanyak 191 orang. Dari angka tersebut, bentuk pelanggaran orang asing yang 
dilakukan  antara lain, penyalahgunaan izin tinggal, masuk wilayah Indonesia secara illegal, 
tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (overstay), dan lain-lain.  
Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, 
dimana tahun 2020 dimana pandemic covid 19 melanda dunia dan juga termasuk Indonesia 
serta Sulawesi utara. Oleh sebab itu juga mengganggu proses masuk keluar orang asing di 
Sulawesi utara.  
 
 1. Komunikasi (Communication) 
Pada hakekatnya manusia membutuhkan komunikasi dengan sesamanya dalam 
kehidupan sosial. Dalam berkomunikasi pada umumnya terdapat orang yang menyampaikan 
pesan (komunikator), orang yang menerima pesan (komunikan). Proses komunikasi antara 
komunikator dengan komunikan akan berjalan baik, bila pesan yang disampaikan itu singkat, 
jelas dan tepat sasaran. Berkaitan dengan komunikasi, Edwards III (1980) mengemukakan 
bahwa  agar implementasi kebijakan publik itu dilaksanakan dengan efektif oleh para pelaksana 
kebijakan maka perlu mengetahui apa yang harus mereka laksanakan. Komunikasi mempunyai 
peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan mengetahui secara tepat apa 
yang akan dikerjakan. Komunikasi dinyatakan juga menuntut perintah atasan kepada para 
pelaksana kebijakan, sehingga komunikasi itu dinyatakan  jelas, cepat dan konsisten. 
Dalam tahapan awal implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari 
keseluruhan proses kebijakan, meskipun demikian terkait dengan tahapan lainnya sebagai satu 
kesatuan, kebijakan dalam komunikasi yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan 
merupakan perintah agar dilaksanakan sehingga komunikasi berjalan dengan cepat, tepat dan 
mencapai tujuan yang diharapkan, serta dinyatakan dengan jelas dan konsisten. Begitu pula 
faktor - faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sering kali dianggap 
memiliki keterkaitan dibanding dengan unsur yang lain. Dalam kasus tertentu dan dilihat dari 
sudut pandang yang berbeda, ada unsur yang nampak lebih penting dibanding unsur yang lain. 
Proses komunikasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan keimigrasian untuk mencegah 
penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Sulawesi utara berjalan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya masing-masing pihak terkait, pihak terkait ini adalah pihak-pihak yang 
bertindak apabila terjadi pelanggaran oleh warga negara asing yakni pihak kepolisian, 
kejaksaan dan pemerintah daerah. Hal tersebut senada dengan penuturan dari Kepala Seksi 
Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado beliau mengatakan: 
Dalam penindakan dan pencegahan pelanggaran warga Negara asing termasuk 
penyalahgunaan izin tinggal, selain kami di keimigrasian, kami juga bekerjasama dengan 
beberapa pihak seperti kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah, hal tersebut terikat dalam 
suatu tim yang dibentuk untuk menangani permasalahan orang asing yang bernama TIMPORA. 
salah satu fungsi TIMPORA adalah pertukaran informasi dari satu instansi ke instansi terkait 
lainnya hingga pada penindakan administrasi atau pidana oleh pihak berwenang. 
Selain itu dalam rangka mengefektifkan pengawasan orang asing, Dirjen Imigrasi sudah 
membuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), hal itu tak lain guna untuk mengawasi orang 
asing yang bertempat tinggal atau menginap di suatu tempat penginapan. Hal ini terkait dengan 
penegakan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 72 (2) yang mewajibkan 
pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang 
menginap di tempat penginapannya. Dengan APOA ini ditegaskanya guna mempermudah 
pemilik atau pengurus rumah penginapan melaporkan secara online orang asing yang menginap 
ditempatnya, dan Dirjen Imigrasi pun memanfaatkan teknologi QR Code dalam rangka 
peningkatan pengawasan orang asing. 
Selanjutnya menurut kepala seksi pengawasan keimigrasian, mengatakan bahwa proses 
komunikasi baik internal dan eksternal berjalan dengan baik, baik sebelum pandemic dan 
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sesudah pandemic covid 19. Komunikasi berjalan dari staf yang ada di lapangan khususnya pada 
saat pemeriksaan orang asing yang masuk ke Sulawesi utara, selanjutnya diadakan pendataan 
dan pemeriksaan, apabila terdapat masalah kemudian dilanjutkan ke tahap penindakan, 
selanjutnya untuk izin tinggal biasanya terjadi kepada WNA yang bekerja dan berwisata. 
Menurut kepala seksi pengawasan bahwa izin tinggal setiap WNA sudah tercatat pada system 
data di computer sehingga dapat diketahui oleh pihak imigrasi, permasalahannya adalah 
seringkali WNA tersebut berpindah-pindah tempat sehingga sulit terlacak. 
Beberapa contoh kasus, sebagaimana dilansir dari situs news.detik.com, petugas Kantor 
Imigrasi Kelas II Tahuna mengamankan seorang Warga Negara Rusia berinisial YS pada Minggu, 
16 Juni 2019. YS diamankan oleh pihak imigrasi di perbatasan Indonesia-Filipina setelah 
ketahuan izin tinggalnya di Indonesia telah habis. Selanjutnya, petugas Kantor Imigrasi Kelas II 
Bitung mengamankan seorang China karena diduga menyalahi izin tinggal yang diberikan. 
Kasus pelanggaran orang asing yang cukup menyita perhatian adalah yang melibatkan 
Tenaga Kerja Asing yang bekerja secara illegal. Mengutip berita online idtoday.co edisi tanggal 
26 Mei 2020, memberitakan keberadaan TKA China yang bekerja di penambangan emas ilegal. 
Selain itu, pada tahun 2019, Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Minahasa Utara pernah 
menemukan puluhan tenaga kerja asing berkebangsaan China yang berkerja di salah satu 
proyek PLTU di wilayah Kema yang tidak memiliki dokumen keimigrasian saat diminta oleh 
petugas, sebagaimana dikutip dari berita online rri.co.id edisi tanggal 20 Maret 2019. 
Dari hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa alur komunikasi pada kantor 
keimigrasian telah tersistematis, namun pada kenyataannya masih ada banyak pelanggaran izin 
tinggal yang dilakukan oleh WNA terutama sebelum masa pandemic. Komunikasi antar 
stakeholder sebenarnya telah ada pada TIMPORA namun, banyaknya anggota TIMPORA 
menyebabkan komunikasi menjadi kurang lancar. 
 
 2. Sumberdaya (Resources) 
Sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang harus di penuhi pada setiap organisasi. 
Sumber daya implementasi kebijakan dalam sistem pengawas pelayanan laporan dan 
pengaduan tindak pidana meliputi sumber daya aparatur, informasi, keuangan dan sumber daya 
waktu yang dengan demikian bukan hanya sumber daya manusia semata yang dapat 
mempengaruhi impelementasi kebijakan sistem pengawas melainkan juga mencakup 
kemampuan sumber daya yang lainya, bahkan lebih luas lagi menurut Edwards III (1980), 
bahwa sumber daya dapat di bagi menjadi empat 4 Komponen,Yaitu : (1). staf yang mencukupi 
(Jumlah dan mutu); (2). informasi yang di butuhkan lengkap guma proses pengambilan 
keputusan, kewenagan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab; (3). Fasilitas 
pendukung; dan (4). sarana dan prasarana serta tersedianya dana yang memadai. Sementara itu 
Sugandha (1991:49) mengatakan bahwa ’’sumber daya organisasi mencakup ; (1). Modal yang 
berupa uang ; dan (2). Material atau bahan baku, informasi, mesin-mesin, peralatan, 
perlengkapan, gedung kantor, waktu dan personel. Memperhatikan pernyataan Sugadha 
tersebut, bahwa sumber daya pertama adalah anggaran berupa uang, tentu sangat masuk akal 
karena sebagian besar kehidupan organisasi memerlukan pembiayaan dalam bentuk anggaran 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional yang relatif besar.  
Dalam penelitian ini, sumberdaya yang digunakan dalam mencegah penyalahgunaan izin 
tinggal oleh warga negara asing oleh pihak imigrasi adalah staf/ pegawai, informasi, wewenang 
dan fasilitas, oleh sebab itu peneliti mewawancarai informan kepala bidang pengawasan 
menganai hal tersebut beliau menjawab: 
Dalam rangka mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, maka sumberdaya yang 
kami gunakan adalah yang pertama adalah pegawai kami dilapangan maupun di kantor, selama 
ini kami rasa cukup handal dalam segi kualitas maupun kuantitas, yang kedua informasi, 
informasi yang kami dapatkan menjadi modal kami untuk bertindak, dimana setiap aturan, 
kebijakan serta informasi WNA yang datang kami dapatkan dilapangan, ketiga aalah wewenang, 
dalam hal kewenangan, hal tersebut telah diatur dalam tugas pokok dan fungsi kami sebagai 
pihak yang bertanggungjawab dibidang keimigrasian. Dalam bidang pengawasan, kami memiliki 
staf bidang pengawasan yang bekerjasama bukan hanya pada internal instansi saja, namun juga 
bekerjasama dengan berbagai pihak terkait demi terlaksananya pencegahan penyalahgunaan izin 
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tinggal serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh warga negara asing di provinsi sulawesi 
utara. Untuk anggaran kami menggunakan anggaran dari BUMN yakni dalam kementrian. 
Fasilitas yang kami gunakan juga dari negara sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi 
kami di bidang imigrasi, kami juga mendapatkan fasilitas dalam bandara untuk mempermudah 
pengecekan orang asing yang masuk di sulawesi utara. 
Kunci sumberdaya yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam implementasi 
kebijakan adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan harus memahami dan melaksanakan apa yang terdapat dalam kebijakan tersebut. 
Agar sumberdaya manusia yang terlibat dalam kebijakan mampu melaksanakan kebijakan 
dengan baik perlu diberdayakan.Pemberdayaan sumberdaya manusia khususnya aparatur 
dilakukan melalui strategi yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya yang terlibat dalam 
implementasi meningkat pengetahuannya. Setelah aparatur yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan memahami, selanjutnya mereka akan bersikap dan selanjutnya akan berperilaku atau 
bertindak berdasarkan apa yang dipahami. 
Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala bidang penindakan keimigrasian kelas I 
Manado mengenai sumberdaya yang digunakan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan izin 
tinggal WNA di Sulawesi utara, beliau mengatakan: 
Izin tinggal di keluarkan bagi warga Negara asing yang datang ke Sulawesi utara dengan 
tujuan tertentu, hal ini agar supaya pergerakan warga Negara asing dapat dikontrol dan 
diketahui keberadaannya, selain itu untuk mencegah pelanggaran lainnya. Dalam bidang 
penindakan, kami juga memiliki staf dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti 
kepolisian dan pemerintah daerah, karena dalam hal tertentu kami membutuhkan kepolisian 
seperti dalam pengejaran dan penindakan yang melanggar undang-undang 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumberdaya yang digunakan dalam 
pencegahan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Negara asing adalah pegawai imigrasi, 
stakeholder, serta sarana yang diberikan oleh pemerintah baik anggaran maupun sarana 
penunjang lainnya demi lancarnya penegakan hokum serta mencegah terjadinya 
penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negar asing di Sulawesi utara. 
 
 3. Disposisi (Dispositions) 
Faktor disposisi yang menggambarkan perilaku, watak atau karakteristik yang dimiliki 
oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana 
kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan 
kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Elemen yang 
dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen 
yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat 
membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat 
membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 
Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat 
menentukan sikap apakah yang melaksanakan kebijakan dapat memahami dan 
melaksanakannya dengan baik. 
Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar 
mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat 
keputusan awal. Sebaliknya jika para implementator memiliki kecenderungan yang cenderung 
menghambat kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses implementasi 
kebijakan. Bagaimana kecenderungan kecenderungan atau sikap dan perilaku pelaksana 
kebijakan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. 
Artinya sekalipun tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan dalam jumlah yang cukup, 
tetapi jika pelaksana kebijakan itu memiliki kecenderungan atau sikap dan perilaku tidak seperti 
yang diharapkan oleh isi kebijakan, maka kondisi demikian akan sangat menghambat proses 
implementasi kebijakan. 
Dalam penelitian ini, sikap aparatur dalam pencegahan penyalahgunaan izin tinggal 
adalah bagaimana mereka mampu menjalankan tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi yang ada. Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya 
pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki 
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kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut 
untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan 
keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan. 
Peneliti mewawancarai Ibu. Sherly S. Salmon Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian 
di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengenai sikap aparatur dalam kegiatan pencegahan 
penyalahgunaan izin tinggal, beliau mengatakan: 
Sebagai aparatur sipil Negara yang mengabdi kepada Negara dan masyarakat, kami 
diberikan tu.gas untuk menjaga keberadaan orang asing yang beraktifitas di Indonesia khususnya 
Sulawesi utara agar tidak menyalahi aturan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas kami, kami 
dilengkapi dengan tupoksi kami jadi dalam setiap tindakan, kami sudah ada yang mengaturnya 
baik dalam bidang pengawasan, penindakan dan juga bagian hokum semua sudah ada prosedur 
yang harus ditaati, artinya apabila ada pegawai yang menyalahi aturan apalagi 
menyalahgunakan kekuasan yang diberikan, maka ada sanksi tersendiri. Dalam hal ini sikap 
aparatur dalam pencegahan izin tinggal sudah tertata, dan selama ini tidak kami dengar 
mengenai sikap aparat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau hanya pelanggaran kecil itu 
beberapa kali kami jumpai, namun secara keseluruhan sikap aparat selama ini baik. 
Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti 
kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi 
sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat 
urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya 
insentif bagi pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasie izin tinggal 
tersebut didapati bahwa insentif yang didapat oleh aparat imigrasi sudah diatur sama seperti 
PNS lainnya. Namun apabila ada pekerjaan dilapangan ditambah dengan SPPD buat aparat 
tersebut. 
Dari hasil penelitian melalui wawancara dan data di lapangan, peneliti melihat bahwa 
sikapa aparat dalam pelaksanaan pencegahan izin tinggal warga Negara asing di Sulawesi utara 
berdasarkan tugas pokok yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dilapangan peneliti melihat juga mengenai sikap aparat dalam melayani masyarakat juga 
responsive dan bersifat baik dan menolong. 
 
 4. Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
Suatu organisasi memiliki struktur organisasi yang membagi semua tugas dan fungsi 
kepada anggota organisasi. Kewenagan yang ada dalam struktur organisasi membuat organisasi 
bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.Birokrasi 
merupakan suatu organisasi secara optimal.birokrasi sebagai organisasi mempunyai struktur 
yang membagi semua tugas dan fungsinya. Dengan adanya pembagian tugas kepada semua 
anggota organisasi memberikan kemudahan mengadakan percapaan tujuan seperti yang telah 
direncanakan sebelumnya.Struktur yang ada dalam birokrasi membuat adanya kesamaan 
persepsi terhadap misi dan visi organisasi. Dengan adanya struktur itu maka dapat diketahui 
siapa mengerjakan apa dan bagaimana prestasi yang dicapainya. Struktur birokrasi akan 
membawa adanya suatu kewenangan-kewenangan sangat dibutuhkan dalam memberikan 
kelelusan dalam bekerja secara optimal. Adapun tujuan utama pembentukan struktur birokrasi 
adalah agar suatu organisasi dapat berjalan secara rasional, Sistematik dan dapat diramalkan 
sehingga tercapai efektivitas dan efesiensi. 
Struktur birokrasi memberikan kewenangan kepada anggota organisasi bekerja sesuai 
tugas dan fungsinya seperti yang telah digariskan dalam struktur organisasi. Kejelasan 
wewenang yang di miliki setiap anggota organisasi membuat mereka bekerja dengan optimal 
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, perencanaan yang telah didasarkan kewenangan yang 
dimiliki anggota organisasi membuat kejelasan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Pencapai 
tujuan yang rasional membuat organisasi semakin kredibel dan akuntabel dalam pelaksanaan 
operasionalnya. 
Untuk mengetahui kejelasan mengenai struktur organisasi kantor imigrasi manado dalam 
rangka pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di provinsi sulawesi utara, peneliti 
mewawancarai informan Ibu. Sherly S. Salmon Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian di 
beliau mengatakan: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, 
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Dalam struktur organisasi, kami sudah jelas bahwa kami di pimpin oleh seorang kepala 
kantor dan membawahi beberapa bidang, diantranya bidang pengawasan dan penindakan, yang 
selanjutnya diatur tugas pokok dan fungsinnya. Kami jelas dibawah kementrian hukum dan ham 
dan dirjen imigrasi. 
Untuk mengetahui birokrasi dalam penindakan penyalahgunaan izin tinggal, peneliti 
mewawancarai kasie izin tinggal ibu sherly, beliau mengatakan: 
Dalam menjalankan tugas untuk pencegahan dan penindakan penyalahgunaan izin tinggal 
oleh WNA di Sulawesi Utara, kami memiliki personiel dibawah bidang penindakan dan bidang 
pengawasan dikepalai oleh seorang kepala bidang dan selanjutnya kelapa seksi. Selanjutnya kami 
dilengkapi oleh beberapa staf pendukung.  
Struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan memerlukan 
struktur birokrasi yang efisien agar bisa dilaksanakan dengan baik. Stuktur birokrasi 
merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan 
dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur 
pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang. 
Pembagian ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya pelaksana dan 
keinginan akan keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Fokus 
perhatian dari dimensi ini yaitu pembagian kerja, yang dimaksudkan disini adalah bahwa 
pembagian tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang dilakukan oleh instansi pelaksana 
kebijakan sesuai dengan bidang yang sedang/akan dilaksanakan dalam suatu kebijakan. 
Dari hasil penelitian melalui wawancara dan hasil penelusuran data sekunder di lapangan 
yakni struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi kantor imigrasi manado, peneliti melihat 
bahwa struktur birokrasi kantor imigrasi manado sudah jelas dimana ada direktorat jenderal 
imigrasi yang menaunginya dibawah kementerian hukum dan ham RI, dalam pelaksanaan 
pencegahan dan penindakan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di sulawesi 
utara, terlihat bahwa telah ada bagian yang menangani hal tersebut yakni bidang pengawasan 




 1. Komunikasi yang dibangun dalam rangka pencegahan izin tinggal oleh WNA, maka 
dilibatkan banyak elemen selain pihak imigrasi seperti kepolisian, pemerintah daerah dan 
kejaksaan dalam satu tim yakni TIMPORA, dalam pelaksanaan tugasnya wajib saling 
berkomunikasi satu dengan yang lain. Selanjutnya Pemerintah telah membuat e-visa atau 
visa elektronik supaya Dari pengajuan devisa bisa di lihat system security dan diseleksi 
siapa yang bisa masuk ke Indonesia.  
 2. Sumberdaya yang digunakan dalam pencegahan izin tinggal WNA oleh pihak imigrasi 
manado dengan memanfaatkan setiap imigrasi yang ada di daerah dan seluruh fasilitas yang 
disediakan oleh kementerian hukum dan HAM, baik sarana, prasarana, keuangan dan 
pegawai serta regulasi. Selain itu, sumberdaya yang digunakan adalah stakeholder yang 
bekerjasama dalam pengawasan orang asing di daerah. 
 3. Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana yakni pihak imigrasi dalam pencegahan 
penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA telah diatur dalam peraturan serta kode etik 
kepegawaian, dimana apabila ada pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan undang-
undang. Sejauh ini sikap aparat menurut atasan sudah baik. 
 Struktur birokrasi kantor imigrasi manado sudah jelas dimana ada direktorat jenderal 4.
imigrasi yang menaunginya dibawah kementerian hukum dan ham RI, dalam pelaksanaan 
pencegahan dan penindakan penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di 
sulawesi utara, terlihat bahwa telah ada bagian yang menangani hal tersebut yakni bidang 
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